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Abstract 
 
This thesis discusses the enforcement of criminal laws against the use of the road to the parking 
lot based on Law No. 38 of 2004 in conjunction with Law No. 22 of 2009 (the study in the city 
of Pontianak) tesisi .As for the purpose of writing this is to express and analyze the use of the 
road for a parking spot in Pontianak which resulted in disruption of the function of the road 
based on Law Number 38 Year 2004 Jo Act No. 22 of 2009 is not subject to criminal sanctions. 
To reveal and analyze the efforts that must be made by law enforcement officers in applying 
criminal sanctions in the Act No. 38 of 2004 Jo Act No. 22 of 2009 against the undermining of 
roads in the city Pontianak.Melalui normative sociological method is concluded that the Law 
Enforcement to use the road to a parking lot in the city of Pontianak which resulted in disruption 
of the function of the road based on Law Number 38 Year 2004 Jo Act No. 22 of 2009 and the 
maximum is less effective. Through a sociological normative method is concluded that the Law 
Enforcement Against Use of the road to the parking lot in Pontianak which resulted in disruption 
of the function of the road based on Law Number 38 Year 2004 Jo Act No. 22 of 2009 and the 
maximum is less effective. This is because there are many people who do not know the rules, 
lack of socialization of Law Number 38 Year 2004 Jo Act No. 22 of 2009 of Law Enforcement, 
Law enforcement officials lack of traction in applying criminal sanctions, And Lack of Legal 
Awareness Society was conducted sendiri.Upaya Law Office of Transportation and the City of 
Pontianak Pontianak City Police are as follows: Conduct socialization, such as Himbaun and 
pengumuan, Guidance Directly to the location of parking, Doing Keordinasi with SKPDs 
Technical, doing Supervision, Installation sticker parking restrictions, Locking wheel or 
mengembok wrong vehicle parking, parking in the wrong Moving vehicles using tow truck., 
doing Enforcement and sanctions terhdap committing violations in accordance with applicable 
regulations. For the future owner should have a shop or office is located alongside the road must 
have its own parking lot. Municipal government must be firm in taking action if the building is 
still using the road as a parking lot, because the roadside building must have its own parking 
space in accordance with applicable regulations. City Government socialization must perform 
continuously to the owner shop or office related legal rules according to Law No. 38 of 2004 and 
Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport that uses the road as a parking lot is an 
offense which can shall be punished with pidana.Seharusnya Pontianak City Department of 
Transportation with law enforcement authorities in the field of traffic and the road transport 
police should routinely conduct surveillance operations and raids against dibadan street parking 
users in order to control the smooth flow of traffic. And act consistently with the laws and 
regulations that already exist. It takes a firm stance in particular apparatus for supervising 
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parking violators in accordance with the provisions of Law No. 38 of 2004 and Law No. 22 of 
2009 on Road Traffic and Road Transportation. 
 
 
Abstrak 
Tesis ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap penggunaan badan jalan untuk 
tempat parkir berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 2004 jo undang-undang nomor 22 
tahun 2009 (studi di kota pontianak).adapun tujuan penulisan tesisi ini adalah Untuk 
mengungkapkan dan menganalisis penggunaan badan jalan untuk tempat parkir di Kota 
Pontianak yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
38 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dikenakan sanksi pidana.Untuk 
mengungkapkan dan menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum 
dalam menerapkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap terganggunya fungsi jalan di Kota Pontianak.Melalui 
metode bersifat normatif sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan Hukum Terhadap 
Penggunaan  badan jalan untuk tempat parkir di Kota Pontianak yang mengakibatkan 
terganggunya fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif dan maksimal. Hal ini dikarenakan masih 
banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut, Kurangnya Sosialisasi 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari Aparat 
Penegak Hukum, Kurang tegasnya Aparat penegak Hukum dalam menerapkan Sanksi Pidana, 
Serta Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat itu sendiri.Upaya Hukum yang dilakukan Dinas 
Perhubungan Kota Kota Pontianak dan Kepolisian Kota Pontianak adalah sebagai berikut : 
Melakukan Sosialisasi, seperti Himbaun dan pengumuan,Pembinaan Langsung ke lokasi Parkir, 
Melakukan Keordinasi dengan SKPD Teknis, Melakukan Pengawasan, Pemasangan stiker 
larangan parkir, Mengunci atau mengembok roda kendaraan yang salah parkir, Memindahkan 
kendaraan yang salah parkir dengan menggunakan mobil derek.,Melakukan Penindakan dan 
sanksi terhdap yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk 
kedepannya  Seharusnya pemilik ruko ataupun kantor yang berada dipinggir jalan harus 
memiliki lahan parkir sendiri. Pemkot harus tegas dalam melakukan tindakan jika bangunan 
tersebut tetap menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir, karena bangunan pinggir jalan 
harus memiliki lahan parkir sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemkot harus 
melakukan sosialisasi terus-menerus kepada pemilik ruko atau kantor terkait aturan hukum 
menurut  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir 
adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat dipidana dengan pidana.Seharusnya Dinas 
Perhubungan Kota Kota Pontianak bersama aparat penegak hukum yang berwenang di bidang 
lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pihak kepolisian harus rutin melakukan pengawasan dan 
razia operasi terhadap para pengguna parkir dibadan jalan dalam rangka penertiban kelancaran 
arus lalu lintas. Serta bertindak konsisten terhadap Peraturan PerUndang-Undangan yang sudah 
ada. Dibutuhkan sikap tegas aparat khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggar 
parkir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Latar Belakang  
Transportasi merupakan sarana yang sangat strategis dalam memperlancar roda 
perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek 
kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya 
kebutuhan akan jasa bagi mobilitas orang maupun barang keseluruh wilayah. Selain itu 
transportasi berperan sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah 
dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. 
Penyediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan infrastruktur dasar (Basic 
Infrastructure) bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat di segala bidang, baik yang menyangkut 
kegiatan ekonomi maupun sosial. Untuk mewujudkan suatu tatanan transportasi yang efektif dan 
efisien maka sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya 
dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri atas 
jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan dan manusia serta peraturan dan prosedur 
yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar dan 
selamat.  
Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam 
pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan 
bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting 
terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan 
dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan 
pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk 
memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka 
mewujudkan sasaran pembangunan nasional, sehingga pemerintah menetapkan Undang-undang 
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 
tentang Jalan. 
Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan 
angkutan jalan, pemerintah telah menetapkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, 
perubahan lingkungan strategis, kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan saat 
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ini, termasuk akibat diberlakukannya otonomi daerah dan pertimbangan keuangan daerah dan 
pusat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan 
kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, nyaman, teratur, lancar dengan biaya 
yang terjangkau masyarakat serta terjamin dari segi keselamatan. Ini berarti bahwa aspek 
keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan lalu lintas dan 
angkutan jalan. 
Sejalan dengan pengaturan mengenai jalan dan lalu lintas angkutan jalan, pemerintah 
juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan 
pungutan dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bentuk pajak daerah 
dan retribusi daerah terkait dengan jalan adalah Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. 
Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi 
parkir seperti tersebut di atas, maka pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin 
memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari parkir terutama 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sehingga banyak kendaraan yang parkir di tepi 
jalan umum yang terkadang mengakibatkan gangguan terhadap fungsi jalan. 
Kondisi tersebut di atas juga terjadi di Kota Pontianak, di mana banyak tepi jalan umum 
yang digunakan untuk parkir, seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Agus Salim, Jalan Diponogoro, 
Jalan Tanjungpura, Jalan Nusa Indah, Jalan Jenderal Urip, dan lain sebagainya, yang memakai 
badan jalan atau daerah milik jalan sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. 
Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dinyatakan bahwa bagian-
bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 
Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.  Ruang 
milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. 
Sedangkan ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada 
di bawah pengawasan penyelenggara jalan. 
Kemudian Pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Setiap orang dilarang 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, 
dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan 
di dalam ruang pengawasan jalan. 
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Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang 
dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan, 
dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi 
perlengkapan Jalan. 
Terkait dengan pelarangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 
2004 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, terhadap pelanggaran larangan tersebut 
terdapat ancaman sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2004, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang 
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang 
yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di 
dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang 
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
Selanjutnya dalam Pasal 274 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa 
setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan 
fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta 
rupiah). Ketentuan ancaman pidana tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). Kemudian Pasal 275 menyatakan bahwa setiap orang yang 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka 
Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna 
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, 
fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
Dalam kenyataannya di Kota Pontianak, penggunaan badan jalan untuk tempat parkir 
atau parkir di tepi jalan umum yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tidak dilakukan 
penegakan hukum atau penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan hal ini menyebabkan 
banyak badan jalan dijadikan tempat parkir, karena mereka beranggapan bahwa tepi jalan umum 
diperkenankan untuk dijadikan tempat parkir, padahal tempat parkir tersebut menggunakan 
badan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan yang dilarang oleh undang-undang. 
Apapun alasannya, yang jelas bahwa terhadap penggunaan badan jalan untuk tempat 
parkir yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dilarang oleh undang-undang dan 
merupakan perbuatan atau tindak pidana yang harus dilakukan penegakan hukum. Penegakan 
hukum merupakan salah satu elemen dari konsep sistem hukum yang menurut Friedmen terdiri 
atas struktur, substansi dan budaya hukum
1
. Struktur hukum bersifat tetap yang terorganisasi ke 
dalam institusi penegakan hukum, seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Substansi 
adalah peraturan atau kaedah-kaedah hukum yang dipergunakan sebagai patokan berperilaku 
dan tata cara melakukan tindakan hukum oleh institusi penegak hukum dalam menyelesaikan 
kasus-kasus pelanggaran hukum, termasuk hukum yang hidup dalam masyarakat, atau bukan 
sebatas norma-norma yang ada dalam kitab undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis. 
Budaya hukum ialah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum tentang 
perilaku hukum dan tindakan penegakan hukum yang konstan bersesuaian dengan norma hukum 
baik tertulis maupun tidak tertulis.  
 
Permasalahan 
Mengapa penggunaan badan jalan untuk tempat parkir di Kota Pontianak yang mengakibatkan 
terganggunya fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dikenakan sanksi pidana? 
Pembahasan 
                                                          
1
 Soleman B. Taneko, 1993, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hal. 27-28 
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Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Badan Jalan Untuk Tempat Parkir Di Kota 
Pontianak Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
 
1. Penegakan Hukum Terhadap  Lalu Lintas Jalan 
Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan pertambahan 
penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polri untuk bekerja lebih 
keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi polisi yang ideal dimasyarakat. 
Menurut Satjipto Rahardjo :“sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang 
cocok dengan masyarakat”.  Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya 
polisi yang cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari polisi yang 
antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan 
tugas dengan gaya pemolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, menjadi 
polisi yang protagonis, yaitu polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan 
masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya dalam tugas-tugasnya.  
Permasalahan lalu lintas di Kota Pontianak, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut  
a.  Kemacetan 
Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya 
lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas 
jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama kota yang tidak 
mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak 
seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan kendaraan.  
Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah bahwa : kemacetan dapat disebabkan 
antara lain oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang masih terbatas, manajemen lalu 
lintas yang belum berfungsi secara optimal, pelayanan angkutan umum penumpang 
yang belum memadai, dan disiplin pemakai jalan yang masih rendah. Masalah 
kemacetan lalu lintas merupakan problema yang sangat kompleks dan merupakan 
fenomena yang tidak mudah untuk diatasi terutama fenomena kemacetan yang terjadi 
di kota-kota besar, kawasan wisata, kawasan industri, perkantoran, pasar tumpah dan 
tempat-tempat lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui penyebab terjadinya 
kemacetan, antara lain : 
1. Sikap mental sebagian masyarakat pengguna jalan yang kurang disiplin. 
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2. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang tidak 
diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai. 
3. Ada perbaikan jalan. 
4. Menjamurnya pedagang kaki lima, pedagang asongan di badan jalan dan di 
persimpangan jalan. 
5. Pasar tumpah yang secara tidak langsung memakan badan jalan. 
6. Pengaturan lampu lalu lintas yang bersifat kaku yang tidak mengikuti tinggi 
rendahnya arus lalu lintas. 
7. Terjadinya kecelakaan 
Kemacetan lebih banyak terjadi karena masyarakat yang menonton kejadian 
kecelakaan atau karena kendaraan yang terlibat kecelakaan belum disingkirkan 
dari jalur lalu lintas. 
8. Tidak tersedianya tempat parkir yang memadai sehingga banyak pengguna jalan 
yang parkir sembarangan. 
9. Terjadinya bencana alam, seperti banjir yang menyebabkan kendaraan tidak dapat 
melaju secara normal. 
10. Kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena kepanikan seperti adanya syarat 
sirene. ( Hasil Wawancara Dengan Wakasat Lantas Poltabes Pontianak) 
b. Pelanggaran  
Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi 
dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Dengan kata 
lain, Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang 
ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini 
pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja 
melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas 
oleh pengendara  di Kota Pontianak disebabkan oleh manusia itu sendiri karena 
kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan-kepentingan 
manusia yang berlainan menyebabkan manusia ceroboh, lalai, bahkan kesengajaan 
menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Pontianak, seperti 
tidak membawa helm, melawan rambu lalu lintas, menerobos lampu lalu lintas, 
melewati batas marka jalan, dan melewati batas beban aman kendaraan (motor dinaiki 
oleh 3 orang). Keadaan di atas membuktikan kualitas kesadaran hukum masyarakat 
(pemakai jalan) belum memenuhi himbauan disiplin nasional.  
c. Kecelakaan 
Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu 
peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan 
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atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian 
harta benda”.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya antara lain : 
a. Volume jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan 
b. Petugas pengawas lalu lintas jumlahnya berkurang, serta perlengkapan lalu lintas 
yang belum lengkap. 
c. Para pemakai jalan yang tidak disiplin. 
d. Kondisi jalan raya yang kurang baik atau penempatannya yang tidak tepat. 
e. Tempat parkir kendaraan dijalan yang tidak teratur. 
 
2. Tingkat Kesadaran Hukum 
Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-
nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum 
yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa 
“kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang 
diharapkan”. Selanjutnya dinyatakan bahwa “pada umumnya manusia akan taat pada 
hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara 
terpisah maupun secara akumulatif”. Sedangkan Scholten menjelaskan tentang kesadaran 
hukum yaitu “kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa 
seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita 
membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan 
tidak dilakukan”. 
Menurut Abdurahman, bahwa “kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada 
suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada 
hukum”. Sedangkan menurut Otje Salman Soemodiningrat, bahwa “kesadaran hukum 
merupakan bagian dari budaya hukum di dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian 
hukum”. 
Masalah kesadaran hukum, menurut Selo Sumarjan berkaitan erat dengan faktor-
faktor sebagai berikut : 
a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga 
manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, 
mengakui dan mentaati hukum 
b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku 
c. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil. 
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Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada 
umumnya dan khususnya kesadaran pengendara  dalam berlalu lintas dan menempatkan 
kendaraannya pada tempatnya sehingga tidak menyebabkab terganngunya fungsi jalan, 
hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat dari beberapa sudut 
pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum, 
serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Soerjono 
Soekanto yang mengemukakan bahwa : untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum 
masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur, yaitu : 
1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness) 
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance) 
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude) 
4. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behaviour). 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat 
disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan khususnya 
pengguna kendaraan  sangatlah rendah. Tingkat kesadaran hukum tidak hanya dapat dilihat 
dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengendara  terhadap peraturan akan tetapi 
pengetahuan dan pemahaman tersebut harus tercermin dari perilaku masyarakat pengendara 
. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 25 responden pernah melakukan 
pelanggaran lalu lintas seperti parker di letter P dan menerobos lampu merah merupakan 
pelanggaran yang sering dilakukannya. Hasil observasi memperlihatkan bahwa dari sekian 
banyaknya pengendara  khususnya di sepanjang jalan Tanjungpura, jalan Gajagmada, jalan 
Iman Bonjol, jalan sui.jawi, jalan Jeruju, Jalan Sui.raya Dalam dan jalan Kota Baru ternyata 
tidak sedikit yang melanggar peraturan lalu lintas misalnya para pengendara sepeda motor 
yang masih banyak terlihat parkir yang mengunnakan badan Jalan, Parkir di atas trotoar, 
mengendarai sepeda motor melawan arus, mengendarai sepeda motor diatas trotoar, .(Hasil 
Wawancara dengan Kabid Teknik Kendaraan Terminal dan Perpakiran dinas Perhubungan 
Kota Pontianak) 
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat  
a. Substansi Hukum 
Hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 
masyarakat. Dalam ilmu hukum terdapat adigium bahwa setiap orang dianggap tahu 
hukum pada saat hukum dinyatakan berlaku, sehingga secara logika hukum tersebut 
dapat diterapkan setelah aturan tersebut dinyatakan berlaku. Hukum dibuat untuk 
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dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut hukum manakala tidak dilaksanakan dalam 
masyarkat. 
Berdasarkan hasil penelitian, 18 responden dari 25 responden tidak tahu 
terhadap keberadaan aturan Penggunaan Badan Jalan Untuk tempat Parkir dan Aturan 
mengenai lalu lintas yang menyebabkan terganggunya fungsi Jalan, pengendara 
kendaraan hanya mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat di jalan berupa rambu-
rambu lalu lintas dan arahan dari juru parkir. Para pengendara sepeda motor merasa 
bahwa peraturan hukum belum bisa memberikan jaminan terhadap keamanan dan 
keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengetahuan  
masyarakat terhadap aturan sangat rendah. 
Mengingat pengetahuan pengendara sepeda motor terhadap aturan sangat 
rendah, maka pemahamannya pun sangat rendah hal ini berdasarkan hasil penelitian 
bahwa 23 responden dari 25 responden tidak memahami aturan lalu lintas. Pengendara 
sepeda motor lebih banyak tidak menggunakan helm SNI, karena mereka tidak 
memahami ditetapkannya penggunaan helm SNI. Disamping itu juga, banyak 
pengendara sepeda motor yang telah merubah bentuk kendaraannya (mengurangi atau 
menambah assesoris kendaraan) seperti menggunakan kaca spion sebelah. 
b. Struktur Hukum 
Ruang lingkup struktur hukum sangat luar, oleh karena itu di dalam penelitian 
ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah Kepolisian. Hal ini sesuai dengan 
Pasal 5 angka (3) huruf (e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa : “urusan pemerintahan di bidang 
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, 
operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia”.Berdasarkan Pasal tersebut, maka urusan 
penegakan hukum dan pendidikan berlalu lintas merupakan tugas dari Kepolisian, 
oleh karena itu masalah kesadaran hukum masyarakat pengendara sepeda motor juga 
dapat dilihat dari sudut struktur hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Kota 
Denpasar. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa “Polri khususnya satuan lalu lintas telah 
berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan 
penjagaan, pengaturan, patroli dan dikmas lantas berupa penyuluhan tentang 
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pengetahuan lalu lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan 
terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu upaya untuk 
menumbuhkan efek jera dalam melakukan pelanggaran lalu lintas”. 
Peranan polisi lalu lintas sangatlah penting karena merupakan sebuah lembaga 
formal, mempunyai misi untuk mensosialisasikan Undang-undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan kepada para pengendara sepeda motor agar mengetahui peraturan dan 
tata tertib berlalu lintas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa 
“Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak, agar tercipta 
warga negara khususnya pengendara sepeda motor yang baik yang sadar dan patuh 
terhadap hukum yang berlaku maka pihak kepolisian melakukan sosialisasi Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi ini 
berupa penyuluhan atau seminar hukum yang meliputi informasi tentang lalu lintas 
jalan, peraturan, dan kecelakaan”. 
Permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai struktur hukum 
atau penegak hukum, antara lain : 
1. Petugas yang kurang memadai dilihat dari jumlah personil serta perlengkapan lalu 
lintas yang belum lengkap. 
2. Masih terdapat petugas yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti 
membiarkan terjadinya kemacetan lalu lintas. 
3. Kurang tegasnya para penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran-
pelanggaran pengendara sepeda motor melalui penerapan sanksi.  
Untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum 
harus bertindak tegas, konsisten, penuh dedikasi dan bertanggungjawab dalam menghadapi 
pengguna jalan. 
  
c. Budaya Hukum 
Menurut Bernard Arief Sidharta, bahwa “budaya hukum adalah keseluruhan nilai, 
sikap, perasaan dan perilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahaan 
terhadap atau berkenaan dengan hukum”. Dalam kaitan dengan kesadaran hukum, budaya 
hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan 
masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai 
taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang 
berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa 
“attitudes and feelings that predispose groups and individuals to turn to or against the 
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law”.15 Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada 
kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang 
sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum 
mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena faktor-faktor 
penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan. Faktor-faktor yang 
menyebabkan seseorang mematuhi hukum tersebut adalah : 
1. Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar. 
2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa 
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok 
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum 
5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan 
dan ketentraman. 
Berkaitan dengan budaya hukum, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan, 
antara lain : 
1. Mengetahui  
Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat 
dianggap mengetahui adanya suatu aturan, akan tetapi pada kenyataannya 
masyarakat masih banyak yang belum mengetahuinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
penelitian yang menunjukkan bahwa 18 responden dari 25 responden tidak 
mengetahui adanya aturan lalu lintas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
2. Memahami  
Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami 
isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. 
Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa 23 responden dari 25 responden 
tidak memahami aturan lalu lintas seperti memahami dari penggunaan helm SNI.  
3. Mentaati  
Setelah mengetahui dan memahami dari isi aturan lalu lintas, maka masyarakat 
mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam berlalu 
lintas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketaatan menunjukkan bahwa : 
a. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena rasa takut pada sanksi hukum 
yang akan dijatuhkan apabila melanggar. 
b. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas untuk memelihara hubungan baik 
dengan penguasa, dalam hal ini dengan penegak hukum yaitu Polisi Lalu Lintas. 
c. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas untuk memelihara hubungan baik 
dengan rekan-rekan kelompoknya. 
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d. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena kepentingan pribadi. 
e. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena hukum tersebut sesuai dengan 
nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman. 
4. Menghargai  
Ketika seseorang telah mentaati peraturan, maka sikap menghargai suatu peraturan 
hukum akan muncul bersamaan dengan hukumnya bahwa hukum tersebut memang 
wajib untuk ditaati tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, juga untuk 
kepentingan umum.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka budaya hukum masyarakat sangat 
mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya dapat dilihat 
dari pengetahuan masyarakat terhadap aturan tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat 
terhadap hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum.  
d. Sarana atau Fasilitas 
Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila tersedianya sarana atau fasilitas 
yang memadai, karena sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam 
penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian tentang sarana dan prasarana yang 
mempengaruhi peningkatan keselamatan lalu lintas, maka permasalahan yang ada antara 
lain:  
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum di 
bidang lalu lintas antara lain :  
a. Perlengkapan jalan seperti : rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-
tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang. 
b. Mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakekat ancaman. 
c. Alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum, belum bisa 
dioperasionalkan secara yuridis.  
2. Tidak berfungsinya jalan sebagaimana mana mestinya, seperti penggunaan untuk kaki 
lima, parkir pada badan jalan, dan sebagainya. 
3. Rendahnya disiplin pengguna jalan. 
 
e. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Badan Jalan Yang mengakibatkan 
Terganggunya Funsi Jalan 
Beberapa ruas jalan yang ada di Pontianak yang dulu jarang terjadi kemacetan, kini 
hampir setiap hari macet, terutama pada hari dan jam tertentu, baik siang maupun malam 
hari. Penyebabnya utamanya adalah kendaraan roda dua dan empat  yang diparkir 
sembarangan. Tidak tanggung-tanggung, parkir dilakukan di lokasi bertanda rambu larangan 
parkir. Tindakan ini jelas perbuatan menentang hukum dengan sadar dan sengaja, lebih lagi 
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beberapa kendaraan yang diparkir tersebut berulangkali kedapatan diparkir di „tempat 
terlarang‟ yang sama. 
Undang-undang nomor  38 tahun 2004 pasal 63 ayat 1 menjelaskan bahwa Setiap 
orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi 
jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling 
banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian pada Pasal 62 
ayat 2 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan 
terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan di pasal berikutnya pada 
pasal 63 ayat (3) bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang 
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
bulan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Fakta 
menujukan bahwa belum ada sanksi tegas terhadap pelaku yang menyebabkan 
terganggunnya fungsi jalan tersebut. Pemerintah kota Pontianak terkesan membiarkan 
parker disembarangan tempat terjadi. Pemerintah Kota Pontianak berdalih bahwa banyak 
aturan yang masih membolehkan tempat parkir yang menggunakan badan jalan , seperti :  
 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
 PP No. 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak, serta 
Manajemen kebutuhan Lalu lintas 
 PP No. 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan umum 
 Perda No. 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat Parkir 
 Perda No. 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
Parkir di tepi jalan umum sepanjang memenuhi criteria sebagaimana termasuk dalam 
PP Nomor 32 tahun 2011 dan PP Nomor 79 tahun 2013, masih dimungkinkan diberikan izin 
dan terhadap aktifitas parkir di tepi jalan umum tidak sesuai ketentuan, maka dapat 
dilakukan penindakan. (hasil wawancara dengan Kabid Teknik kendaraan Terminal dan 
perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pontianak).  
Pernyataan Dinas Perhubungan tersebut di bantah oleh Pihak Kepolisian Poltabes 
Pontianak, Menurut Kapoltabes  Pontianak Pihak Dinas Perhubungan Kota Pontianak 
sengaja Melegalkan Parkir dengan memberikan izin parkir di badan jalan yang mana Parkir 
tersebut menggangu dan menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Selain itu Belum adanya 
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sanksi tegas berupa sanksi pidana kepada pelaku juru parkir ataupun pelaku pengguna 
kendaraan yang Parkir sembarangan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tersebut 
sehingga masalah seperti ini  terus terjadi di Kota Pontianak. Menurut Polresta Pontianak 
Bahwa kebijakan Dinas Perhubungan kota Pontianak sangat bertentangan dengan UU 
Nomor 38 Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 2009, kebijakan yang berkenaan dengan 
Areal Parkir yang menggunakan badan Jalan harus  segera dilakukan perubahan mengenai 
kebijakan tempat parkir di tepi badan jalan.  (hasil wawancara dengan WAKASAT 
LANTAS Poltabes Pontianak).  
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang 
dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi 
Jalan, dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada 
fungsi perlengkapan Jalan. Pasal 274 ayat 1 (satu ) UU No.22 tahun 2009 berbunyi  Setiap 
orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi 
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta 
rupiah). Pada ayat 2 (dua) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan 
pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).  
Kemudian Pasal 275 Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, 
fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap orang yang merusak 
Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, 
dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
Ketentuan pasal 287 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 memberikan ancaman pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan perintah atau larangan 
rambu lalu lintas. Ketentuan lain di pasal 287 ayat (3) memberikan ancaman pidana 
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kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau dengan paling banyak Rp250.000,- (dua ratus ribu 
rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar tata cara berhenti dan parkir. 
Sanksi pidana pasal 287 tersebut di atas bukanlah kata putus, terutama jika parkir 
sembarangan benar-benar menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, apalagi sampai 
menimbulkan luka berat dan korban meninggal dunia. Denda maupun lamanya kurungan 
yang telah disebutkan di atas akan dirasa „sangat ringan‟, baik oleh pelaku maupun korban. 
Dalam situasi seperti ini “pelaku parkir sembarangan” terancam ketentuan lain yang lebih 
berat. Ketentuan dimaksud adalah pasal 234 ayat (1) yang berbunyi: 
“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum 
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang 
dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”.  
Pelaku parkir sembarangan adalah Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor.. yang 
melakukan “kelalaian” melanggar ketentuan pasal 106 ayat (4) huruf a dan huruf e tentang 
ketentuan rambu lalu lintas dan parkir, sehingga menimbulkan “kerugian” bagi “pihak 
ketiga”, yaitu pihak-pihak yang terlibat kecelakaan akibat parkir sembarangan tersebut. 
Selanjutnya pelaku parkir sembarangan bisa dituntut untuk “bertanggung jawab atas 
kerugian yang diderita” oleh pihak-pihak tersebut. Misalnya jika dalam kecelakaan tersebut 
ada korban luka dan/atau meninggal dunia, maka “pemarkir liar” harus bertanggung jawab 
atas seluruh biaya pengobatan dan/atau pemakaman korban (pasal 235 ayat (1) dan (2)). Dia 
juga harus membayar ganti kerugian atas tuntutan ahli waris korban meninggal sesuai 
putusan pengadilan, karena alasan bahwa keluarga korban “lazimnya mendapat nafkah dari 
pekerjaan si korban” sesuai ketentuan Pasal 1370 KUH Perdata. Disamping itu, kerugian 
akibat kerusakan kendaraan dan barang-barang juga harus ditanggung pula oleh si pemarkir 
nakal.  
 Keberadaan pasal-pasal ini semakin memperkuat kepastian Hukum terhadap tindak 
Pidana yang mengakibatkatkan terganggunya fungsi jalan . Entah dipahami atau tidak baik 
itu dari Pemkot Pontianak, Aparat penegak Hukum, Juru parkir atau  Pengguna jalan tetap 
saja terjadi Parkir di sembarang tempat membahayakan pengguna jalan secara keseluruhan. 
Konsideran bahwa rambu larangan parkir hanya dipasang di tempat-tempat tertentu dan 
terbatas diantaranya didasarkan pada kondisi ruas jalan dan lalulintasnya. Di tempat-tempat 
semacam itu sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas, maka diberikan peringatan berupa 
rambu larangan parkir. Sebagian dari konsideran itu adalah jalan yang sempit tetapi volume 
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dan arus lalu lintas tinggi, atau lokasi tersebut berada di sekitar persimpangan jalan, terutama 
yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light). 
Fakta menunjukkan bahwa  begitu ada satu saja kendaraan bermotor diparkir di lokasi 
seperti itu, maka arus lalu lintas langsung tersendat. Di beberapa ruas jalan Seperti Jalan 
Tanjunpura dan Gajahmada dengan dua lajur searah jamak terjadi pemandangan dimana 
pada lajur sebelah kanan terjadi antrean kendaraan yang akan berbelok ke kanan menunggu 
lampu lalu lintas yang masih merah, sementara di satu lajur sisanya yaitu lajur kiri diparkir 
sebuah kendaraan roda empat di badan jalan. Praktis seluruh badan jalan tertutup oleh 
kendaraan yang sedang berhenti. Satu lajur menunggu giliran lampu menjadi hijau, 
sementara di lajur satunya berhenti kendaraan „kurang ajar‟ sedang diparkir, tepat di area 
larangan parkir. Sebuah pemandangan „sedap‟ yang sangat menjengkelkan. Masih „untung‟ 
jika di antara dua baris kendaraan berhenti tersebut tersisa ruang melintas yang seringkali 
tak cukup lebar untuk dilewati kendaraan roda empat.  Paling-paling kendaraan roda dua 
yang masih bisa „masuk‟. Andai tak ada kendaraan yang diparkir di sana, maka kendaraan 
yang akan berbelok ke kiri di persimpangan jalan akan bisa melintas dengan mudah. Namun 
gara-gara satu kendaraan saja yang parkir sembarangan, pengguna lajur kiri tak 
mendapatkan haknya. 
Situasi semakin berbahaya jika arus kendaraan dari arah belakang mengalir cukup 
deras misalnya sebagai imbas dari jalur yang searah dan penghujung turunan fly over yang 
lazimnya memang kendaraan melaju dengan kencang. Jika mendadak pengendara harus 
mengurangi kecepatannya dengan tiba-tiba akibat arus kendaraan terganggu oleh satu 
kendaraan yang diparkir di tempat terlarang, maka disamping sungguh „menggemaskan‟, 
hal itu sangat membahayakan bagi jiwa, baik diri maupun orang lain. Padahal umumnya 
sebagian besar pengguna jalan umum adalah pengendara sepeda motor yang jika 
dihadapkan pada situasi lalu lintas ekstrim semacam itu akan rawan terjadi peristiwa fatal di 
luar kendali pengendara. 
Satu kendaraan saja sudah berimbas dan berdampak panjang, apalagi prakteknya, 
pelanggaran yang sama dilakukan oleh beberapa (pengguna) kendaraan. Jika saja mereka 
berfikir bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukannya berbuntut risiko kecelakaan, 
bahkan hilangnya nyawa pengguna jalan, boleh jadi mereka tidak akan melakukan atau 
mengulanginya. Atau jika saja mereka merasa malu berperilaku tidak elok parkir 
sembarangan, mungkin mereka akan berfikir ulang melakukan pelanggaran itu. Lebih baik 
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mencari tempat untuk parkir kendaraan yang lebih aman dan nyaman. Pun andai saja 
mereka mempertimbangkan ancaman hukuman dari tindakan melanggar hukum berlalu 
lintas seperti itu, seharusnya mereka menghidarkan diri dari parkir di tempat larangan 
parkir.Maka alangkah bagusnya jika semua pengguna jalan membiasakan diri untuk tidak 
parkir sembarangan apalagi di tempat larangan parkir. Pasti akan merasakan ketenangan, 
kenyamanan, dan kepuasan jika parkir dilakukan pada tempat yang benar, karena telah 
berupaya patuh hukum, mencegah dari kerugian diri dan orang lain, serta bijak menyikapi 
hak dan kewajiban berlalu lintas.  
Namun jika dalam kondisi tertentu terpaksa harus parkir kendaraan di tempat yang 
tidak disediakan khusus untuk itu, setidak-tidaknya tidak parkir di tempat terlarang. Itupun 
dengan harapan pengguna jalan lain bertindak hati-hati dan „berbaik hati tidak 
menggunakan haknya‟ menabrakkan kendaraannya pada kendaraan kita. Mudah-mudahan 
pula dia tahu dan ingat bahwa diantara pengertian kelalaian adalah berkendara dengan wajar 
dan penuh konsentrasi (Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009), sehingga dia tidak gegabah 
menyalahkan pengguna jalan lain yang karena terpaksa harus memarkir kendaraannya di 
tempat yang tidak benar-benar disediakan untuk keperluan itu.  
 Kesimpulan 
1. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan  badan jalan untuk tempat parkir di Kota 
Pontianak yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif dan 
maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui 
peraturan tersebut, Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari Aparat Penegak Hukum, Kurang tegasnya 
Aparat penegak Hukum dalam menerapkan Sanksi Pidana, Serta Kurangnya Kesadaran 
Hukum Masyarakat itu sendiri. 
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